BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan pelayanan publik digital di Dinas Pendudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menunjukkan
perkembangan yang positif dalam mewujudkan pelayanan publik yang
lebih modern, cepat, transparan, dan efisien. Penerapan sistem pelayanan
digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses
layanan kependudukan serta didukung dengan upaya perlindungan data
dan pencegahan manipulasi data pemohon.

2. Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro senantiasa
berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
dengan penuh konsisten guna keseimbangan antara pemenuhan hak
masyarakat dan kewajiban masyarakat untuk mengikuti prosedur
pelayanan digital melalui penerapan sistem hybrid, pendampingan
pelayanan, transparansi prosedur. Namun demikian, masih terdapat
berbagai kendala yang menghambat optimalisasi layanan, baik dari aspek
yuridis maupun teknis, seperti sinkronisasi regulasi, perlindungan data
pribadi, gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya
literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta
kurangnya pendampingan bagi kelompok lanjut usia. Dengan berpedoman

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu : Kepastian
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Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, = Kecermatan, Tidak
Menyalahgunakan Wewenang, Keterbukaan, Kepentingan Umum,

Pelayanan yang Baik, Akuntabilitas, Efisien, Efektif dan Kompeten.

B. Saran

1. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro perlu
meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem pelayanan digital guna pelayanan
yang baik dan benar, cepat, efisien berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AAUPB).

2. Perlu dilakukan peningkatan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi,
pelatihan, dan pendampingan secara berkala, khususnya bagi kelompok lanjut
usia dan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi
digital dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik yang baik berdasarkan
dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
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